PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491048 Faksimilli (0293) 491313
Laman : kesbangpol.temanggungkab.go.id Pos-el : kesbangtemanggung@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 067/56 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN RENCANA
STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2025 — 2029
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan agar
berjalan dengan efektif, efisien dan memiliki akuntabilitas serta

fokus pada pencapian target sasaran dan tujuan dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu adanya prosedur

penetapan yang jelas dan sesuai ketentuan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan dan Sub
Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 D1
Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

S. Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/S5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Pernagkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Referomasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan,;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan dan
Sub Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Di
Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan
Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagiamana dimaksud dalam
Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Temanggung dalam pencapaian target Tujuan dan
Sasararn.

Standar Operasioanal Prosedu (SOP) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU Keputusan ini tergambar dalam Bagan Alir
(Flowchart) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan
Bupati ini.



KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Desember 2025
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,

DJOKO PRASEIYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002



Lampiran Surat Keputusan Bupati Temanggung

Nomor
Tanggal

Daftar Standar Operasional Prosedure (SOP)

Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Temanggung

: 067/ 56 Tahun 2025
: 22 Desember 2025

NO

NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR

Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

067/01/X11/2025

Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

(SKT)

067/02/X11/2025

Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

067/03/X11/2025

Prosedur Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah (BANKEU)

067/04/X11/2025

Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan

Karakter Kebangsaan

067/05/XII/2025

| Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Rekrutmen

Paskibrakal)

067 /06/XI11/2025

Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Pelatihan
Paskibraka)

067/07/X11/2025

Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (Pengukuhan relawan anti narkoba)

067/08/XI1/2025

| Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

7067/09/XI1/2025




| Sejarah Kebangsaan (Sosialisasi P4GN)

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggﬁl lka dan |

—— — = —

10

Prosedur Kegiatan Perumusan Kﬂbijﬁkﬂn Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan(Wasdin dan Cukai

1067/10/X11/2025

11 | Prosedure Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijjen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah (WASDIN)

067/11/X11/2025

12

| Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan(Monitoring Cukai)

| 067/12/X11/2025

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Desember 2025
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,

DJOKO PRAS

ONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I

| Tanggal Efektif

Nomor SOP

Tanpeal
Pembuntan

Tangpal Reviai

- -

067/01/X11/2025
01 Desember 2025

-

22 Desember 2025

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

|  KABUPATEN TEMANGGUNG

Disahkan oleh

DJOKO PRASE{YONO, S.S0S, MM
NIP. 19721126 199203 1 002

| Prosedur Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Nama SOP

]

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU No. 16 Tahun 2017 adalah
Undang-Undang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas)

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58
Tahun 2016 adalah peraturan tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

. PP No. 39 Tahun 2016 Tentang
Organissasi Kemasyarakatan Yang
Didirikan Oleh Warga Negara Asing

. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017
adalah Peraturan Menteri Dalam
Neger tentang Pendaftaran dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Organisasi Kemasyarakatan

1. Diploma, d_ﬁn,’atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan
Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Reformasi Birokrasi

Mampu menterjemahkan peraturan,
mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan
aturan tersebut

(SIORMAS)
KETERKAITAN: | PERALATAN/PERLENGKAPAN:
| 1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi
3. Komputer
4. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka
akan berdampak pada

- ketidakteraturan pelaksanaan
kegiatan ormas dan capaian kinerja

Data disimpan sebagai data elektronik dan
manual (hardcopy)

perangkat daerah tidak optimal

: -
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Ka.Bid 'a

hesiKast

5]




Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pen

gawasan Organisasi Kemasyarakatan

=

PELAKSANA Mutu Baku
| | | ; =T |
No. Keglatan Kabag dan |
Kelen an Waktu Output
Pelaksana Pelaksana gkap I tpu I
Ll - e . - : — - o - I I m— f‘
1. IMempelajari regulasi/kebijakan teknis yang terkait
dengan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan |
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Regulasi terkait keorganisasian 1 Minggu |Regulasi
| Kemasyarakatan
—-—-—! = <= = - ' —L— 2
2. |Melaksanakan Monitering, Evaluasi dan Pelaporan di |
Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Disposisi, Form SKT (Akte Pendirian
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan vang di Notariskan, AD dan ART yang |
Ormas dan Ormas Asing di Daerah 'di Notariskan, Proker jangka panjang & |
| 'pendek, SK Susunan Pengurus I
(ORMAS/LSM, Biedata Pengurus
Harian, FC Pengurus ORMAS/LSM, |
Suket Domisili Ormas/LSM, NPWP SKT (Surat
| Lokal/Pusat, Foto Kantor Ormas/LSM, d#ari [Keterangnr: |
Suket keabsahan Kantor Ormas/LSM, T
. . | Terdafttar)
Surat Pernyataan Bermaterai kesediaan |
'menertibkan keg pengurus dan tidak |
lterjadi konflik, Surat Pernyataan | |
| ' Bermatrai laporan perkembangan |
Ormas, Fc Suket Kemenkumham
pengesahan resmi ormas/Suket dan
Kesbangpol)
_ == ' | —
3. |Melaporkan hasil kegatan kepada pimpinan dan f
mendokumentasikan hasil kegiatan | Penerbitan SKT, Laporan I Minggu |SKT,
. | ey .




1. Nomor SOP : | - 067/02/XI11/2025
Tangga 01 Desember 2025
Pembuatan i I

Tanggal Revisi ¢ | -

Tanggal Efekdtif : | 22 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG |

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

#
"

Disahkan oleh

DJOKO PRASETYONO, S.80S, MM
NIP. 19721126 199203 1 002

Nama SOP Prosedur Sub Kegiatanﬁ:

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi |
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU No. 16 Tahun 2017 adalah
Undang-Undang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas)

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58
Tahun 2016 adalah peraturan tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

. PP No. 59 Tahun 2016 Tentang

Organissasi Kemasyarakatan Yang

Didirikan Oleh Warga Negara Asing

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017

adalah Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Pendaftaran dan

Pengelolaan Sistem Informasi

Organisasi Kemasyarakatan

1. Diploma, dan/atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan
Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Reformasi Birokrasi

4 Mampu menterjemahkan peraturan,
mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan

aturan tersebut

(SIORMAS)
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
] 1. Pedoman Klasifikasi Arsip
| 2. Lembar disposisi
| 3. Komputer
4. ATK
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka
| - akan berdampak pada Pelayanan
penerbitan SKT.

Data disimpan sebagai data elektronik dan
manual (hardcopy)

1 '.- . L -
(PR

!




_Prnutdur Sub Hegilatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

I PELAKSANA Mutu Baku
= —_ —— —— — T
ORMAS Politik dan | Sekretaris Kelengkapan Waktu Cutput
| I Pelaksana P Badan
1. |Mengajukan Permohonan Penerbitan SKT| - . w0 2 M |Form dan Berkas Ormas (Akte Pendinan yang di
(Surat Keterangan Terdaftar) ;ﬂm ,din Efgaj UTRE_;‘:' [Akte{ﬁ:;;qunky angl:.:hk Notariskan, AD dan AET yang di Notariskan,
; HIBE: 2 o d yang ﬂ-fﬂﬂﬁpﬂl"l. g Proker jangka panjang & pendek, SK Susunan
J;;EHEWL’EEEB‘?";‘" ;:' i E”:{”“?“ ;’::5“”5 Pengurus ORMAS/LSM, Biodata Pengurus Harian,
/15N, Biocata Pengurus Hacan, FC Pengurus ORMAS/LSM, Suket Domisili
Pengurus ORMAS/LSM, Suket Domisili Ormas/LSM, NPWP Lokal/Pusat, Foto Kantor
| | Ormas/LSM, NPWP Lokal/Pusat, Foto Kantor g '
1Jam |Ormas/LSM, Suket keabsahan Kantor
Ormas/LSM, Suket keabsahan Kantor ) .
0 /LSM. S p B i Ormas/LSM, Surat Pernyataan Bermateral
1{:“:115 ! urﬁ;k Em]f RARAD ern';a d;n tidak kesediaan menertibkan keg pengurus dan tdak
E_'E Iaan m,'mem AL WEE PesiEUIY C terjadi konflik, Surat Permyataan Bermatral
terjadi konflik, Surat Pernyataan Bermatrai laporan -
laporan perkembangan Ormas, Fc Suket
perkembangan Ormas, Fe Suket Kemenkumham biramentinm Al el /Sul
pengesahan resmi ormas;/Suket dari Kesbangpol) | | dari “p: Be )
- — e ari Kesbangpo
2, |Menerima Berkas Form Permohonan dan Form dan Berkas Ormas (Akte Pendirian yang di |
Meneliti Berkas Jika Benar Lanjut ke Tidak ’ Ya MNotariskan, AD dan ART yang di Notariskan, Proker
Penomeran SKT dan disediakan ke Kabid jangka panjang & pendek, SK Susunan Pengurus
|Politik dan ORMAS jika Belum Lengkap dil ORMAS/LSM, Bindata Pengurus Harian, FC
kembalikan ke Pemohon Pengurus ORMAS/L3M, Suket Domisili
Ormas/LSM, NPWP Lokal/Pusat, Foto Kantor
Ormas/LSM, Suket keabsahan Kantor LiJaxs, | (Fora Gerkas- Nomar Siky
Ormas/LSM, Surat Pernyataan Bermateral
| kesedigan menertibkan keg pengurus dan tidak
terjad1 konflik, Surat Pernyataan Bermatrai laporan
perkembangan Ormas, Fc Suket Kemenkumham
pengesahan resmi ormas/ Suket dari Kesbangpol)
3. |Menerima Berkas Form Permohonan dari I
Ji/Pelaksana dan Menelit Berkas Jika
Benar dan lengkap  disediakan ke . Tidak ’ ¥a Form Berkas Nomor SKT l Jam |Form Berkas Nomor SKT
Sekretaris. Jika belum lengkap di
kembalikan ke JF/Pelaksana untuk di] Bl = il =
4 |Menerima Berkas Form Permchonan dari| :
= =g i Tidak Ya
:{ﬂbl;:i da; M;;;sm iﬂr};{aﬂbJﬂ{aJE: ns:' iﬁn ’ Form Berkas Nomor SKT 1l Jam |Form Berkas Nomor SKT
engkap dise an ke kaban. .Jika belum
lengkap di kembalikan ke Kabid =) ~
5 |Menerima Berkas Form Permohonan dari
Sekban jika lenghkap mtnandata..nganl dan ’ Form Berkas Nomor SKT lJam |SKT
| Idiserahkan ke JF/Pelaksana. Jika belum |
lengkap di kembalikan ke Sekban | | e _
6 |Menerima berkas SKT yang telah di tanda SKT tJam | |SKT
tangani Kaban dan menyerahkan ke | e — — ) = — L —
7 ME;‘IEI‘imﬂ SKT yang sudah di tandatangani ' SKT 1 Jam ISKT
Kaban ol L - ———— —— S - — ——




'_ N;:u_'r_lm_" “H }_f’;_ _ |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

-

-

| 067/03/XI11/2025

01 Desember 2025

— - I—._ — — —— e

-

- L

Tanggal Efektif

22 Desember 2025

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

DJOKO PRASETYPNO; 5.505, MM

NIP. 19721126 Y99203 1 002

Nama SOP

Prosedur Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan  Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

adalah perubahan atas UU No. 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik

2. PP No. 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

Partai Politik

3. Permendagri No. 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), serta Tertib Administrasi

Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Bantuan Keuangan Kepada

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

1. Diploma, dan/atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan
Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Reformasi Birokrasi

. Peraturan Mentri dalam Negeri No 78
Tahun 2020 Tentang Perubahan atas
Peraturan Mentri Dalan Negeri No 36
Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, serta Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik

KETERKAITAN:

Mampu menterjemahkan peraturan,

mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan

aturan tersebut

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

3. Komputer
4. ATK

| 1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi

" PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

akan berdampak pada
- ketidakteraturan pelaksanaan

perangkat daerah tidak optimal

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka |

kegiatan ormas dan capaian kinerja

Data disimpan sebaggi
manual (hardcopy)

“-_,..- |.L Lal

Kaslnasirus] l




Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

| I

No.

PELAKSANA
= [
Kabag dan 1al
Pelaksana Es e

Kelengkapan

Kegiatan
|Mempelajari  regulasi/kebijakan  teknis
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemernntahan, Perwalalan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

| parpol

Mutu Baku

Waktu

Regulasi terkait bankeu I

Melaksanakan Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partal Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di

Daerah I

|Di5p-:1515i, Berita acara

y ;MEIapuri{a.n hasil kegiatan kel?ada pimpinan

dan mendokumentasikan hasil kegiatan

T""_"'_" 1

verifikasi kelengkapan
administrasi Bankeu,
persyaratan pengajuan
Bankeu, dokumen
persyaratan pencairan
Bankeu parpol

2 Han

Output

_I—_____

Tanda terima SPM(Surat

FPerintah Membayar) dan
SP2D (Surat Perintah
Pencairan dana)

1 Minggu

1 Minggu |EEEL[]E[5i

Tanda ternima SPM(Surat
Perintah Membayar) dan
SP2D (Surat Perintan
Pencairan dana)

Tanda tenma SPM(Surat
Perintah Membayar) dan

SP2D (Surat Penintah
Pencairan dana) dan

|Laporan




Tk

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

" Nomor SOpP

067 /04 %11 2025
O Desemher 20025

Toanpanl
Pembuntan

Tanganl Revisi
Tanggal Efektif

22 Deaembhber 2025 |
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNC

4

Disahkan oleh

DJOKO PRASETYDNA$.S0S, MM
| NIP. 19721126 199203 1 002

Nama SOP

Prosedur Sub Kegiatan
Penyusunan Bahan Perumusan |
Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

adalah perubahan atas UU No. 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik
. PP No. 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik
Permendagri No. 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), serta Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Mentri dalam Negeri No 78
Tahun 2020 Tentang Perubahan atas
Peraturan Mentri Dalan Negeri No 36
Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, serta Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik

KETERKAITAN:

1. Diploma, dan/atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan
Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja |

Pemda, dan Reformasi Birokrasi

Mampu menterjemahkan peraturan,
mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan
aturan tersebut

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Pedoman Klasifikast Arsip
2. Lembar disposisi

3. Komputer
4, ATK |

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka
- akan berdampak pada Pencairan
Bankeu Parpol.

Data disimpan sebaggi data cle tr?ﬂifi;lj-df}"i'gl, |

manual (hardcopy)

Sekretans

Hasliastova]



Prosedur Sub Hegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebljakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasl, Fasilitasi Kelembagnan Pemerintahan, Perwakilan dan Partal Politlk, Pemilihan Umum/Pemilihas Umam
Kepaln Daerah, serta Pemantauan Situssi Politik di Daerah

: PELAKSANA ' Mutu Baku .
|. y : e |
TIM Verivikazl BANKEU I
HNo. Hegiatan JF/ (Kaban,Sekban,Kabid politik dan
Parpol Pelaks ormas, Kepala Inspektur, Kepala| Kabid Sekban | Kaban BPKFAD Kelengkapan Waktn Oatpat
| - A0% | BPKPAD, Kabsg Hukum dan |
I Hetua KPU)
1. [Mengajukan permohonan resmi Bankeu kepada Bupau 2 - : B ' SK Susunan Pengurusan Parpal, NFWP, -
Temanggung lewat Bankesbangpol Kab. Temanggung Surat Autentifikasi Jumlah Kursi KPUD,

Suket Bank a.n rek Parpol, Surat
Pernyataan Menyelesaikan [ap

| - pertangepungjawaban penerimaan dan { Bulan Ceklist kelenpcapan dokurmen Jrncairsn
penggunaan Bankeu, Surat pernyataan permohonan Bankeu

kebenaran pemberian Ket, Tanda terima | |
Bankeu kpd Parpol, FC LHP BPKRI Jateng,

Berita acara serah terima Bankeu dan RAB l
—td ! T | penggunaan Bankeu. _._I
2. |Menerima dokumen permohonan resmi Bankeu Parpal, - |
Dokumen permohonan Jika Benar Lanjut Tim Mdak | ¥a . S SusURNL Fenprussn farpoly [AEWE, G SSRGS ERREEE TR R |
Verivikasi Bankeu . Jika dokumen permohonan Surat Autentifikasi Jumliah Kursi KPUD, | Surat Aur@tnﬁqn Jumiah Kume KrFoD, |
l.mpn L : Suket Bank a.n rek Parpol, Surat Suket Bank an reic Parpol, Surst
belum lengkap di kembalikan ke Parpol untuk Pernyataan Menyelesaikan lap Pernyataan Menyelesuiican ap I
dilengkapi pertanggungiawaban penerimaan dan L M pertanggungawaban peneTissmen dan
| penggunaan Bankeu, Sural pemyalaan Exu penggunaan Bankeu, Surat peroveten
kebenaran pemberian Ket, Tanda terima kebenaran pemberian Ket, Tands t=ri==a
Bankeu kpd Farpol, Fc LHP BPKRI Jateng, Bankeu kpd Parpol, Fo LHP BPKR
Berita acara serah terima Bankeu dan RAB| Jateng, Berita acara setal ‘srima _
penggunaan Bankeu. Bankeu dan RAB penggunsan Sasiors ;
—l—u——_—- —_—— - = —eeeeeeee e e e ———r el
3. |Menerima dokumen permohonan resmi Bankeu Parpol SK Susunan Pengurusan Parpol, NPWP,
dari JI/Pelaksana dan Meneliti dokumen Jika Benar Surat Autentifikasi Jumlah Kursi KFUD,
dan lengkap dilaksanakan peneliban oleh TIM Tidak Suket Bank a.n rek Parpol, Surat
Verifikasi. Jika belum lengkap di kembalikan ke Pernyataan "_{'nﬂf"’]"“ﬂm Il“P
JF /Pelaksana untuk di komunikasikan ke parpol pertanggungiawaban pencrimaan dan | Hari |PC7ta acara verivikasi kelengiapan
penggunaan Bankeu, Surat pernyataan administrass Sanlkcey

kebenaran pemberian Ket, Tanda terima
Bankeu kepada Parpol, Fe LHP BPRRI
!Jat:ng,. Berita acara serah terima Bankeu

dan RAB penggunaan Bankeu. | |
1 - e | — : i —_ Pr— e ——— e ————)
Bankeu Parpol dan selanjutnya di teruskan ke Sekban. administrasi Bankeu dan persyaratan l Han |admunistrasi Bankey dan perearaian
pengajuan Bankeu pengajuan Bankew |
4 — R . o -_ H e —
3 |Menernima dokumen berita acara verifikasi administras: |
J Bankeu Parpol dari Kabid Politik dan Ormas dan Berita acara verifikasi kelengkapan Beria acars veriias seengicaien |
selanjutnya  di teruskan ke  Kaban  untuk administrasi Bankeu dan persyaratan | Harl  |administrasi Bankey dan perwwaratan |
penandatangan permohonan penyaluran dana Bankeu | pengajuan Bankeu pengajuan Bankeu
kepada Parpol.. |
6 |Menerima dokumen berita acara verifikasi administrasi
Bankeu Parpol dari Sekban dan selanjutnya Berita acara verifikasi kelengkapan R e S
'menadatangani permohonan penyaluran dana Bankeu administrasi Bankeu dan persvaratan | Hari AT E"""m" g
kepada Parpol, Selanjutnya diserahkan ke BPKPAD PrIgRUAD Daney p;ﬂrmm mmm f&.m-u parpai
untuk pencairan Bankeu Parpaol. : | |
- —_— — . S — T = r' +—— e —— -
7 |Menerima dokumen persyaratan untuk pencairan Berita acaru verifikasi kelengkapan S c = By
Bankeu Parpol, setelah dinyatakan lengkap dan layak ‘e L — - administrasl Bankeu, persyaratan | v ‘uimmbﬂ:.tm;m '-‘.!EI'I':‘.EH: imp:-nm h
menerima Bantuan , Bankeu di transfer ke rekening pengajusn Bankeu, dokumen persyaratan Minggu |Me Ay 1 32D e
i Pencairan dane) i
Parpol. pencairan Hankeu parpol l
e S —_ 3 — i A T e e A P — = — " — — e ——— e = ——
| 8 |Dana Bankeu masuk ke rekening Parpol dan siap é
untuk digunakan sesuai peraturan yang berlaku. . -I Dana Banked | vdum  pOnns B




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor SOP 067/05/XI11/2025
Tanggal <l -
Barmbuatan : 01 Desember 202§

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : | 22 Desember 2025
KEPALA BADAN KESATUAN
Disahkan oleh : BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG
I
DJOKO PRAS 0, S.S0S, MM

NIP. 19721126 199203 1 002

Nama SOP Prosedur Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

‘1. Peraturan Presiden No. 51 Tahun
2022 Tentang Program pengibar

. PerPres No.7 Tahun 2028 Tentang
Badan Pembinaan ldeolog Pancasila
termasuk program Paskibraka
Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden No 51 Tahun 2022
Tentang Program Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka
. Peraturan BPIP No.5 Tahun 2023
Tentang Perubahan/ /Penyvempurnaan
dari Peraturan BPIP No.3 Tahun 2022
yang mengatur pelaksanaan program
Paslkibraka

KETERKAITAN:

3.

_ PERINGATAN:

Apabila SOP m udak dyalankan maka
- akan berdampak pada
 ketidakteraturan pelaksanaan
Keglatan

Bendera Pusaka (Program Paskibraka) |

_—

o —

1. Diploma, dan/atau Sarjana

. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami peraturan tentang Kelembagaan
Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Reformasi Birokrasi

Mampu menterjemahkan peraturan,
mensostalisasikannya dan mengimplemenasikan
iuran terscbut

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

| Pedoman Klasiikas: Arsip
2. Lembar disposis

3. homputer

4. ATh

~ PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Data distmpan sebagai data elektronik dan
manual (hardcopy)

| Jubatan | Paal | It
b 1.3
bpletans ‘ l |
| Kabid .
1':| ,:._

— g o T R T - EE— R R L




Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan
PELAKSANA l Mutu Baku
Huu I{Egiﬂtiul Eaha 1 | : =i =
g o8 Pelaksana | Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana
Mempelajari regulasi/kebijakan teknis
yvang terkait dengan Kebijakan Teknis |
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Regulasi
1. |ldeclogi  Pancasila dan  Karakter Regulasi terkait | fiNtiaal  [rerkait

|Kebangsaan |ke935k1brkaﬂn ‘kelz:asl-:ihrkaan

| Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan ) I_
‘ di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter | |
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bincka Regulasi terkait : 53 Orang

2. : : 2 Hari .
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan \ kepaskibrkaan Paskibraka
‘Mﬂlapnrka.n hasil kegiatan kepada _]
pimpinan dan mendokumentasikan hasil
kegiatan 53 Orafg Laporan
3 Paskibraka 1 Minggu |terdokumentas




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

e e

| Nomor SOP_ :| 067/06/XI1/2025 ]
1;""'“"*"[ : 01 Desember 2025
| 1 embuatan _— B . me S
Tanggal Revisi L.> 5

: 22 Desember 2025
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNG

Tanggal Efektif

§ =

Disahkan oleh

DJOKO PRASERYOND, S.S0S, MM
NIP. 1972112§ 199203 1 002

Nama SOP Prosedur Sub Kegiatan

Pelaksanaan Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal

Ika dan Sejarah Kebangsaan
(Rekrutmen Paskibraka)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Presiden No. 51 Tahun
2022 Tentang Program pengibar
Bendera Pusaka (Program Paskibrakal)
. PerPres No.7 Tahun 2028 Tentang
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
termasuk program Paskibraka

. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden No 51 Tahun 2022
Tentang Program Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka

. Peraturan BPIP No.5 Tahun 2023
Tentang Perubahan Penyempurnaan
dari Peraturan BPIP No.3 Tahun 2022
yang mengatur pelaksanaan program
Paskibraka

KETERKAITAN:

3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan

1. Diploma, dan/atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer |

Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Reformasi Birokrasi

4 Mampu menterjemahkan peraturan,
mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan
aturan tersebut

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi

3. Komputer
4. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka

- akan berdampak pada rekrutmen
calon paskibraka

Data disimpan sebagai data elektronik dan
manual (hardcopy)




Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideclogi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
(Rekrutmen Paskibraka)

No.| KEGIATAN FOLARBANA Sl L I | MUTU BAKU ]| .
l SEKBAN KARBID JF/STAF | TIM SELEKSI | KELENGKAPAN WAH.TUI OUTPUT KETERANGAN l
thtnnLa.hkan untuk m:ngkuh rakor . Surat undangan rakor dari |1 Jam |[Surat undangan rakor dan I
| pembentukan paskibraka di jakarta BPIP BPIP, Disposisi
Pl | | e
Memenntahkan untuk mengkuti rakor Surat undangan rakor dari |1 Jam |Surat undangan rakor dari
pembentukan paskibraka di jakaria _1 BPIP, Disposisi BPIP, Disposisi
|73 [Memerintahkan staf untuk mengadakan [Surat undanga_n- rakor dari |3 Hari |Dokumen hasil rakor dan
|sosialisasi rekruitmen calon paskibraka I i ] BPIP, Disposisi disposisi
9 IMEI‘I:ﬂ'ﬂPkﬂn dokumen sosialisasi ¥ Dokumen hasil rakor dan l jam |Undangan, Pointer
| _ — (disposisi __Snaialisaai, daftar hadir
5 |Melaksanakan Sosialisasi rekrutmen ke Un-::langan Pointer 2jam |Hasil sosialisasi dan
para guru pendamping SMK,SMA ,MA, =) Sosialisasi, daftar hadir disposisi
|Negeri/Swasta se Kabupaten Temanggung = I
[ 6 Menyiapkan undangan dan bahan n.apal. i - L Hasil sosialisasi dan 1 jam |Surat undangan dan bahan
‘ kordinasi dengan TIM seleksi disposisi 4 seleksi |
7 IMrngndakun rapat kordinasi hcrmma TIM - Surat undangan dan bahan |2 jam Keputusan hasil rapat dan
seleksi -l seleksi = disposisi Re=r== _
[ 8 [Membuat surat pemberinahuan, Keputusan hasil rapat dan '!1 jam |Surat undangan, Kebutuhan Seleksi(Gedung, Alkes, Hp,
menyiapkan bahan seleksi dan F i disposisi Kebutuhan untuk seleksi Stadion, No Dada, Timer, peluit, Matras,
menyiapakan sarpras | ' | ldan sarpras Patok, Sound System)
9 |Melaksankan seleksi administrasi, | 'S Surat undangan, Kebutuhan|30 Hari IEEkapan hasil tiap seleksi |

Pancasila dan kebangsaan, TIU, =T untuk seleksi dan sarpras dan penetapan 53 peserta

Kesehatan, Parade, PBB, Kesamaptaan, calon paskibraka
10 |[Melaporkan hasil seluruh tahap hasil Rt;kapan hasil tiap seleksi il jam .Eﬂkapan hasil tiap seleksi I

|seleksi paskibraka dan penetapan 53 peserta dan penetapan 53 peserta

| 3 calon paskibraka calon paskabraka _ . ol I

11 |Melaporkan hasil seluruh tahap hasil Rekapan hasil tiap seleksi 1 Jam lﬂtkapan hasil tiap selekasi

seleksi paskibraka dan penetapan 53 peserta dan penetapan 53 peserta

. . calon paskibraka 1 calon paskibraka =

12 [Memerintahkan untuk membuat surat Rekapan hasil tiap seleksi |1 jam |Rekapan hasil tiap seleksi

pemberitahuan hasil seleksi calon dan penetapan 53 peserta dan penetapan 53 peserta

paskibraka calon paskibraka |calon paskibraka, disposisi

. | =

13 .M:Eérin[ﬂhkﬁn untuk membuat surat Eﬂkﬂpﬂﬂ h-El.Ell tiELI] Eﬂitkﬂi 1 Jam REI‘EEIJEI'.E hasil IiEt]:'.* SE']E‘I.{EI.

pemberitahuan hasil seleks: calon dan penetapan 53 peserta | dan penetapan 53 peserta |

paskibraka calon paskibraka, disposisi calon paskibraka, disposisi
14 |[Memernntahkan untuk mcmhuam Rekapan hasil tiap seleksi 1 jam Rekapan hasil tiap seleksi 7XTY

| pemberitahuan hasil seleksi calon dan penetapan 53 peserta I'ﬂﬂﬂ penetapan 53 peserta
paskibraka ;. calon paskibraka, disposisi calon paskibraka, disposisi

! , , Y (. 1 T U

15 [Membuat surat pemberitahuan hasil il Rekapan hasil tiap seleksi |3 jam  |Laporan terdokumentasi
seleksi dan sekaligus mempublikasikan ke idan penetapan 53 peserta |
SMA/SMK/Ma Negeri/Swasta ke calon paskibraka, disposisi
Kabupaten Temanggung
| | - ! 3 | s




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

067 /07 /X11/2025

Nomor SOP

Tanggal 01 Desember 2025

| Pembuatan
Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif 22 Desember 2025

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

Disahkan oleh

DJOKO PRAS (
| NIP. 19721124 199

Prosedur Sub
Pelaksanaan Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
| (Pelatihan Paskibraka)

‘Nama SOP

DASAR HUKUM: s o

. Peraturan Presiden No. 51 Tahun
2022 Tentang Program pengibar
Bendera Pusaka (Program Paslabraka)

. PerPres No,7 Tahun 2028 Tentang
Badan Pembinaan ldeolog Pancamla
termasuk program Paslabraka

. Peraturan BPIP Nomoar 3 Tahun 20220
Tenmtang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presaden No 51 Tahan 2022
Tentang Program Pasulcan Pengibag
Bendera Pusala

- Peraturan BPIP No 5 Tahun 2021
Tentang Perubahan Penyempurnaan
dan Peraturan BPIP No 3 Tahun 2022
yang mengatur pelaksanasn program
Paskibrak

. KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila SOP i udak dyalankan maxa
akan berdampak pada pelatnhan
paskibraka

—

— ———— =

KUALIFIKASI PELAKSANA:

| 1. Diploma. dan/atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer

I Memabami peraturan tentang Kelembagaan
Darrah, Pelayvanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Prmda, dan Reformast Birokrasi

4 Mampu menterpemahkan peraturan,
nronsosalisastkannya dan mengimplemenasikan
aturan tersebul

 PERALATAN/PERLENGEAPAN:

| Pedloman Rlasulikass Arsip

4. Lembar disposist

3 Huﬂ:in:trf

+. Aln

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Data disimpan sebagal data elektronik dan
manual (hardcopy)

— —_—— —




Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologl Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Hebangsaan, Bineka Tunggal [ka dan Sejfarah Kehsngsssn (Peintihen

Paskibraka)
} 1
PELAKSANA MUTU BAKU l
No. KEGIATAN JF/PELKAS TIM | AEZTEFANTGAN
- KABAN SEKBAN KABID ANA PELATIH KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT : _ )
1 |Memerintahkan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan | |
paskibrraka DPA | jam OPA dan Crispowse |
2 |Memerintahkan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan . - |
paskibrraka DPA dan Disposisi | jam DFPA dan Chspows |
k- : — _ 4 . i
3 |Melaksanakan rapat internal dan memerintahkan untuk membuat | :
jadwal kegiatan pendidikan dan pelatihan DPA dan Disposisi | jam DPA dan Disposis |
|. .
— e — e — 4 — — 'S | i
4 |Membuat agenda kegiatan pendidikan dan pelatihan . | !
DPFA dan Disposisi 4 jam agrndn kegatan 1
— - | — L e il
5 |Melaporkan agenda kegiatan pendidikan dan pelatihan i i
agenda kegiatan I jam ngenda kegatan !
I —_— e L = —I - —_—
| 6 |Melaporkan agenda kegiatan pendidikan dan pelatithan . ' '
agenda kegiatan 1 Jam pgrnda kepatan
! _ ——— . " . — —
7 |Memerintahkan untuk melaksanakan rapat persiapan kegiatan ,
pendidikan dan pelatihan agenda kegiatan | jam ngrnda kegpatan, Disprrsrs |
—_—_— — = - — —_— . —
8 |Memerintahkan untuk melaksanakan rapat persiapan kegiatan |
pendidikan dan pelatihan | apgenda kegiatan, Disposisi 1 jarm agenda kegpatan, Mg '
e —r ——— e : . ! I L iz = i = e — o
9 |Merintahkan untuk membuat undangan rapat persiapan kegiatan |
P"-'m:lidﬂmn dan pelatihan EIF,,'E'I"I-Ihi Kegiatan, DIH;‘HIMH-! | jam aprnda keipatan, Dhaoersees .
o ——— e ————————  —— e - e F——]
10 |Membuat surat undangan rapat persiapan pendidikan dan pelatihan
Dhspososi Surat undangan |

11 |Melak=anakan rapat persiapan pendidikan dan pelatihan yang
dipimpin oleh kepala badan bersama TIM

12 |Membuat agenda kegiatan pendidikan dan pelatihan

Hasil rapat

Surat undangan, bahan
rapat

13 |Memerintahkan untuk melaksanakan rangkaian pendidikan dan
pelatthan

14

pusaka pada 17 Agustus

15

pusaka pada 17 Agustus

Menerima dan Melaporkan hasil pendidikan dan pelatihan serta
kesiapan paskibraka untuk mengibarkan dan menurunkan bendera

Melaksanakan dan Melaporkan hasil pendidikan dan pelatihan serta
kesiapan paskibraka untuk mengibarkan dan menurunkan bendera

agenda kegiatan

J jam Hasal rapeat —— ....,

l _—
o jam agenda kegiatan
| Jam bk s

_m

Hasil kegialan Denduiucesn

16 IMm.:n‘ma dan melaporkan hasil pendidikan dan pelatihan serta

pusaka pada 17 Agustus

kesiapan paskibraka untuk mengibarkan dan menurunkan bendera

17

dan penurunan bendera pusaka pada upacara 17 Agustus

[Menerima hasil dan memerintahkan untuk melaksanakan pengibaran

18

yang dilaksanakan oleh paskibraka pada tanggal 17 agustus

Memantau pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera pusaka

" I | disposiag <1 Har
™ " tlan pelalihan
- 1 ! T t - -
| Hasil kegiatan pendidikan ! Hasil kegsatan pencdtidn
dan pelatihan | P (lan pelatihan
— T b T | S il ——— = T
I
Hasil kegiatan pendidikan . Hanil kojaian pendstosan
ok
| dan pelathan (an pelatinan
- — = - = . -
| | Hasil kegratan pendidikan ik e
| dan pelanhan j prmeem I;
H s [ R r..._ # - - ¥
= y b anaass Nemiaian
Litsjrosis T [din

lesclimibaiiied i I.




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Nomor SOp
Tonganl
Pembuantan
Tanganl Revisi
| Tanggal Efektif

Disahkan oleh

| 067/08/XI11)2025 s
01 Deaember 2025

22 Deaember 2025 |

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TEMANGGUNCG

b

)JOKO PRASETYWONQ, S.S0OS, MM
NIP. 1972]1126'199203 1 002

Nama SOP

| Kebangsaan,

| Prosedur Sub Kegiatan
| Pelaksanaan Koordinasi di
| Bidang Ideologi Wawasan
Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
(Pengukuhan relawan  anti

narkoba)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

4q.

S.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pendaftaran
Pendinan Badan Hukum, Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga, serta Kepengurusan Partail
Politik

. Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 16 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 10 Tahun 2016 tetang
Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Temanggung

. Peraturan Bupati Temanggung Nomor

90 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 110 tahun 202 ltentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung
Perda P4GN

Perbup P4GN

sejenisnya

KETERKAITAN:

1. Diploma, dan/atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan
Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Reformasi Birokrasi

4 Memiliki Wawasan tentang Narkotika dan

S Memiliki Wawasan terkait Tugas dan Fungsi
Kesatuan Bangsa dan Politik
PERALATAN/PERLENGKAPAN:

3. Komputer
4. ATK

1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka
akan be :

Data disimpan sebagai data elektronik dan
manual (hardcopy)

Nasihasiirbag




Prosedur Sub Kegiatan F‘E'iaks_anaan Koordinasi di Bidang |deologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Keb

angsaan (Pengukuhan relzwan anti narkobs]

PELAKSANA Mutu Baku
- . I g - 2
No. Keglatan Kabid,
Pelaksana| Analis Kesatuan Sekretaris|Kelompok BNN Kelengkapan
[Staf |Kebijakan| Badan Relawan
Bangsa
l. |Menyusun undangfiﬁ dan m:ndistﬁhusikan . .,
ATK, Komputer Printer 30 Menit |Undangen terdistribus
—e - — & — —— e — S ———
2. |Menyiapkan kebutuhan Teknis dan administratif |
=== E== persiapan Surat Undangan, surat Surat Undangan, surst pereotomes |
permohonan narasumber, tempat, 1 hari narasumber, termpet, sound <40, |I -
sound dll terkoordines .
e ——— . E= e e e e e et el
3. |Melaksanakan Pengukuhan Relawan Anti Narkoba I e T D RS '|
e piREs o AREEE S0 SR G EES] | IE S sicmtes terpat sotad ait | hari  [Draft Laporan |
| terkoordinasi 1.
_—___—_-—l—l-ﬁ--‘_
4. |Menyusun Laporan Pengukuhan Relawan Anti Narkoba '
dan menyediakan ke KABID |ratt Lagioran | S ap—
2. |Melakukan koreksi Laporan Pelaksanaan Pengukuhan I l !
Relawan Anti Narkoba jika benar maka disediakan ke i |
h(epala Sekretaris, jika ada koreksi dikembalikan ke Analis Draft Laporan |5 Menit |Draft Laporan 1| |
Kebijakan | |
4 %
6. |Melakukan koreksi Laporan Pelaksanaan Pengpukuhan | | |
Relawan Anti Narkoba, jika benar maka disediakan ke ‘
s T . . tidak ¥a | |
|Kepala Badan, jika ada koreksi dikembalikan ke Kabid . Draft Laporan 15 Menit | Draft Laporan |
f
| v I E |
7. |Memeriksa Laporan PelaksanaanPengukuhan Relawan ;
Anti Narkoba, jika setuju menandatangani laporan jika ada } |
koreksi dikembalikan ke sekretaris P —— 15 Menit. |Draft Laporan | |
| .
I |
. % — — 1 _r-_—-————""—- — —_
8. |Menerima Laporan yang sudah ditandatangani dan | | |
menyerahkan ke kabid Draft Laporan | 15 Menit |Laporan 1 |
1
e T - - — - e e L e L S —
9. |[Menerima Laporan yang sudah ditandatangani dan i rI
menyerahkan ke analis kebijakan Laporan 5 Menit  |Laparan , :
-————-:— = — —t _—l { — i — —
10. |Menerima Laporan yang sudah ditandatangani dan |
mtngmsipkan I'—-ﬂpﬂraﬂ 5 LIEI'HI Ld[h:‘..'l"d.l].




| Nomor SOP : | 067/09/XI11/2025
Tanggal : | 01 Desember 2025

| Pembuatan ]
Tanggal Revisi l -
| Tanggal Efcktif

22 Desember 2025 B
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

| Disahkan olch

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DJOKO PRASE NO¥S.SOS, MM
NIP. 1972112699203 1 002
Nama SOP : | Prosedur Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebnagsaaan,
Bhineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan (P4GN)

DASAR HUKUM: ' KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak 1. Diploma, dan/atau Sarjana
Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pendaftaran
Pendirian Badan Hukum, Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, serta Kepengurusan Partai
Politik

2. Peraturan Daerah Kota Surakarta 2. Mampu mengoperasikan komputer
Nomor 16 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 10 Tahun 2016 tetang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Temanggung

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor | 3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan
90 Tahun 2022 tentang Perubahan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
atas Peraturan Bupati Temanggung Pemda, dan Reformasi Birokrasi
Nomor 110 tahun 2021tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung
4, Perda P4GN 4 Memiliki Wawasan tentang Narkotika dan
sejenisnya
5. Perbup P4GN 5 Memiliki Wawasan terkait Tugas dan Fungsi
T | Kesatuan Bangsa dan Politik
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi
3. Komputer
4. ATK
PERINGATAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP 1ni tidak dijalankan maka
akan berdampak pada Tidak efektifnya Data disimpan sebagai data elektronik dan

upaya pencegahan penvalahgunaan manual (hardcopy)




Prosedur Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Sosialisasi PAGN)

I PELAKSANA T Mutu Baku
| | [ FaG Masyarak | '
| Kabid DPRD,BNN, | at/Lemba
No. Heglatan | Kepala |Pelaksana| Analis Hl':aatuﬂ..n Sekretaris| POLRES ga/ Kelengkapan Walkt
- Badan | /Staf |Kebijakan s Badan | (Narasumb | Satuan
e er) | Pendidika
n L2
IMendiapﬂsiEi dan/atau memerintahkan bawahan
1. |untuk menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PGN | Disposisi 5 Menit |Disposisi
| ?EH?E- SCIL A deDU SN Sanbison (dmantarsan) persiapan Surat Undangan, surat Surat Undangan, surat permohonan
) fEilss 1s) permohonan narasumber, tempat, | 1 hari |narasumber, tempat, sound dIL
| | . sound dll It:rl-rmrdinasi
iMcn}riapkan dan menginm undangan, n:la.rTmr:Epc:-m]m ' ' '
3. |ke Analis Kebijakan surat undangan I 1 hari |surat undangan terkirim
I menyiapkan tempat, daftar hadir, roundown acara dan ST TS|
: la Lesi 120 s _
| 4. |melaporan kepada kabid poran kesiapan S poran xesiapan
e e e e ——————r— ‘ T — S— b _II
Menerima laporan dan koordinasi dengan sekretans
5. terkait pelaksanaan acara serta kebutuhan selama IroarRr ket 60 Menit |laporan kesiapan
acara
) — —
Pelaksanaan Sosialisasi P4GN kepada Masyarakat/
lembaga/Satuan Pendidikan 1 daftar hadir,roundwo acara, 180 |daftar hadir,roundwo acara, mater:.
6. maten, konsumsi dll menit |konsumsi dil
|
e —— ] — : o —— e —— —_— e = ¢
Menyusun laporan dan menyerahkan ke Kabid
|7 notulensi 60 Menit |draft laporan
e — —— e e —————
Mengoreksi laporan, jika benar disediakan ke
g i E A : - tidak ya l
8. Sel-:]_‘::ta,na, jika ada koreksi dikembalikan ke Analis AraftIatoras 15 Menit ldraft Inserars toriareksi
Kebijakan |
e ————— __ . — _ T e e = .
Mengoreksi laporan, jika benar disediakan ke kepala I 4
|badan, jika ada koreksi dikembalikan ke Kabid { el |
9. draft laporan terkoreksi 15 Menit |draft laporan terkoreks I
Mengoreksi laporan jika benar ditandatangai dan
|diserahkan ke Analis Kebijakan,jika salah dikembalika |
10. |ke sekretans r draft laporan terkoreksi 15 Menit |Laporan
| |
I it —_— q
Menerimalaporan yang telah ditandatangani dan I
11, !mr:nga_rsip Laporan | 5 Menit ILapnnl.n dmrsipkan
=l L =




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

-

Nomor SOP : 06?,{_16/}(1[,{2&25
1anigal : | 01 Desember 2025
Pembuatan

| Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif

22 Desember 2025

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

Disahkan oleh

DJOKO PRASEJ|YONO, S.S0OS, MM

NIP. 197211236 199203 1 002
Nama SOP : | Prosedur Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan |
| Penanganan Konflik Sosial
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2015 entang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Penanganan Konflik Sosial

. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Kewaspadaan Dini di Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negerli
Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

KETERKAITAN:

1. Diploma, dan/atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan
Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Reformasi Birokrasi

Mampu menterjemahkan peraturan,
mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan
aturan tersebut

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi
3. Komputer

| 4. ATK

PERIHGATAH

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini udak dijalankan maka
- akan berdampak pada kelancaran
kegiatan monitoring kewaspadaan dini

Data disimpan sebagai data elektronik dan
manual (hardcopy)

i ] i
I‘i-n- |r'i:lil-b. =]

—*"‘—_—.l.l_l. LR



Kegiatan

Mem pelaTa.ri

regulasi/kebijakan

teknis

yang terkait dengan Kebijakan Teknis dan

Pelaksanaan

Pemantapan Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

kegiatan

Negara,

Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanta

PELAKSANA
Kabag dan
Pelaksana Pelaksana

Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan di
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan  antar
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Fasilitasi

Mﬂlagnrkan hasil kegiatan k-:padal

pimpinan dan mendokumentasikan hasil

- *

Regulasi terkait
kewaspadaan dini

dan barang kena
cukai ilegal

Kelengkapan I Waktu

pan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sosial

Mutu Baku

1 Minggu

Regulasi terkait
‘k:waapadaan dini

dan barang kena
cukai ilegal

-

2 Hari

Regulasi terkait
kewaspadaan dim
dan barang kena
cukai ilegal

Laporan
kewaspadaan dini
dan Rokok ilegal

ILaparan
kewaspadaan dini
dan Rokok ilegal

Laporan

terdokumentasi

o

Ket.




|

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor SOP . 067/11/XI1/2025

, ;:i%)git e : 01 Desember 2025
Tanggal Revisi : | -
Tanggal Efektif : [ 22 Desember 2025
KEPALA BADAN KESATUAN
Disahkan oleh BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG
I
DJOKO PRAS .S0OS, MM

NIP. 19721126 1199203 1 002

Nama SOP : | Prosedure Sub Ke giatan

Pelaksanaan Koordinasi di
| Bidang Kewaspadaan Dini,
| Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang  Asing,
' Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
. ' (WASDIN)
DASAR HUKUM: | KUALIFIKASI PELAKSANA: 1
l. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun | 1. Diploma, dan/atau Sarjana
2012 tentang Penanganan Konflik |
Sosial
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun | 2. Mampu mengoperasikan komputer
2015 emtang Peraturan Pelaknanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Penanganan Konflik Sosial
3. Peraturan Menten Dalam Negen 1 Memaham peraturan tentang Kelembagaan

KETERKAITAN:

Nomor 40 Tahun 2019 temang
Kewaspadaan Dim di Dacrah

- Peraturan Menten Dalam Negen

Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Dacrah vang Molaksanakan
Urusan Kesatuan Bangsa dan Poliuk

~ PERINGATAN:

-

]
;

3
0

Dacrah, Pelavanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Beformasi Birokrasi

Mampu menteryemahkan peraturan,
mensostalisastkannya dan mengumplemenasikan
afuran terscbul

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Peclonnan Rlasithikast :\f'.-ui}
Lembar disposis

hompuler
ATR _
PENCATATAN DAN PENDATAAN:

e e —

Apabila SOP mi ndak dl_',alnnka.n MmMaKa
akan berdampak pada kelancaran

kegratan monitoring kewaspadaan dint

Data disimpan sebagal data elektronik dan
manual (hardcopy)




Pelaksana

JF/PELAKSANA

KABID

Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
gara, Fasilitasi Kelembagaan Eidang_l{_l_:waspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah (WASDIN)

SEKEAN KABAN

antar Ne
' i
No. Kegiatan
1 |Membuat surat perintah pelaksanaan
monitoring wasdin
2

Menerima, memverivikasi dan meneruskan
surat perintah monitoring wasdin

—

TIM WASDIN

————

Mutu Baku
Kelenghkapan Waktu
DPA, Berkas Usulan 1 jam DPA, Berkas Usulan

DPA, Berkas Usulan

1 jam

DPA, Berkas Usulan

|
br —_—
|

pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini
daerah

Laporan pelaksanaan
kegiatan, disposisi

3 Jam

3 |Menerima, memverivikasi dan meneruskan I
surat perintah monitonng wasdin DPA, Berkas Usulan 1 jam DPA, Berkas Usulan
|
4 |Menerima dan MEII.:'.IEI"I'.HI'.E]']].{EIZI untuk _ DPA,Berkas usulan,
|melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini persetujuan
daerah DPA, Berkas Usulan 1 Jam pelalsalianrann kegatan
dan disposisi
- - - — —_—— e —_— e
S |Menerima dan Memerintahkan untuk
: o DPA,Berka lan,
melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini DPA,Berkas usulan, p:rsct'::;ua: _—
daerah | laksaksanaan |1 Jam -
| s Ee pelaksaksanaan kegiatan
kegiatan dan disposisi _ i
dan disposisi
- — e ' - -_— e
6 |Memerintahkan untuk mempersiapkan | 1 |
bahan, sarpras pelaksanaan kegiatan DEA: Beticas natilan: E:i::;':zi usulan,
kewaspadaan dini daerah ~ | '
= pesetuan pelakaanean || 4 |oclaoskaanaan kegatan
= i dan disposisi
7 |Mempersiapkan bs.h-an-,r‘ sarpras pelaksanaan | iELa.h :
an [sarpras: Surat
kegiatan Monitoring Wilayah terhadap IDPA,Berkas usulan, ' pemberitahuan kepada
Perkembangan kewaspadaan dini daerah i— Ezr?:::;iluan pelaksaksanaan |1 Jam  |bahan/sarpras terpenuhi kgt v SN Ticn. . dieliel
i hadir dil |
! -
8 |Melaksanakan kegiatan Monitoring Wilayah TIM Wasdin{Anggota
terhadap Perkembangan kewaspadaan dini IHa il velilcaan S
daerah bahan/sarpras terpenuhi 6 Jam il - ‘ : ’ e NN
kegiatan, disposaisi TNILPOLRILBIN Keaxsaan Xo
irem, Kodam 3NPT) L
= - ——— — —-——-—L- — L = I —— — ———— =
9 |Mendokumentasikan hasil kegiatan —I

Laporan kegatan
lterdokumentasi




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Tanggal Efekuf

| Nomor SOP cl 067712 X11) 2025
'En'l"lj{ﬁﬂl ! 01 Deasember 2025
Pembuatan
Tangaal Revisi ¢ [ -

22 Desember 2025 |
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

Disahkan oleh

DJOKO PRASETY(INO, S.50S, MM
NIP. 19721126 Np9203 1 002

Prosedur Sub Kegiatan
Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan  Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang  Asing,
| Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta |
Penanganan Konflik di Daerah
(Monitoring Barang kena cukai

ilegal)

Nama SOP

L&

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pengenaan Cukai

3. Peraturan Menter1 Keuangan Nomor
200/PMK.04 /2008 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pemberian,
Pembekuan, dan Pencabutan Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
untuk Pengusaha Pabrik dan Importir
Hasil Tembakau

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
72 Tahun 2024 tentang Penggunaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

 KETERKAITAN:

1. Diploma, dan/atau Sarjana

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan
Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja
Pemda, dan Reformasi Birokrasi

4 Mampu menterjemahkan peraturan,
mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan
aturan tersebut

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi

3. Komputer
4. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka
akan berdampak pada kelancaran
kegiatan monitoring barang kena

Data disimpan sebagai data elektronik dan
manual (hardcopy)

cukai ilegal

.-1 'r'--'l]- -
Il Kasihzii-0s]

w L T




Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar

Negara, Fa:_lll_itaui Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Monitoring Barang kena cukai ilegal)

Pelaksana i E_nku T | Ket
No. Kegiatan T ALA | €rangan
| o JF/PELAKSANA | KABID | SEKBAN };i; i STAF | Kelengkapan Waktu Output |

1 |Membuat surat perintah pt:lﬂkaﬂna?n monitoring | ) ———— =
barang kena cukai ilegal - DPA, Berkas Usulan {1 jam DPA, Berkas Usulan

2 |Menerima dan memverivikasi surat perintah | = [ [ — —
monitoring barang kena cukai ilegal DPA, Berkas Usulan {1jam DPA, Berkas Usulan

(==

3 |Menerima usulan pelaksanaan l-::gialan. [ i
monitoring barang kena cukai ilegal =" DPA, Berkas Usulan 1 jam |DPA, Berkas Usulan

|
I

4 |Menerima “dan Memerintahkan untuk| ) = —— DPA Berkas usulan
melaksanakan kegiatan monitoring barang kena D trs:'.'tuju e '
cukai ilegal - DPA, Berkas Usulan 1 Jam |petaksaksanaan kegiatan

'dan disposisi l

O |Menerima dan : Mfmtr.im?hkm oo DFA,Berkas usulan, DPA,Berkas usulan,
melaksanakan kegiatan monitoerning barang kena eraeTiRaT persetujuan
euasiicga _ pelaksaksanaan kegiatan Lain pelaksaksanaan kegiatan

dan disposisi dan disposisi

6 |Memerintahkan untuk mempersiapkan bahan, . = :
sarpras pelaksanaan kegiatan monitoring barang |DF:_":§EI:z usulan,
gl eu et legad - ]p::lakaa:]kaanaan kegiatan LA apnsis

dan disposisi
L= = ! ! —_—

7 |Mempersiapkan jadwal,bahan/sarpras Bahan/sarpras: Surat
pelaksanaan kegiatan monitoring barang kena pemberitahuan kepada
cukai ilegal |2 === Disposisi 1 Jam bahan/sarpras terpenuhi|anggota tim, SK Tix,

daftar hadir, mobd
I | monitoring

8 |Melaksanakan kegiatan monitoring barang kena | — NE- - - = _ .

cukai ilegal TIM Moniroring culca:
; Hasil pelaksanaan (Semua pegawa: l
| hatanf3acpeasterpesuhl | 19-dam kegatan, disposisi BANKESBANGPOL
- L]& |Kab.Temanggung)
LSS _»" AR e = . — ;

9 |Mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan I

kegiatan monitoring barang kena cukai ilegal Laporan pelaksanaan 2 Jam Laporan kegiatan
| kegiatan, disposisi terdokumentasi
— s — — — — I



